SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT
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Mengingat :

1.

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3960} sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 018 /PUU-1/2003;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi
Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Papua
Barat;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran



Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-482 Tahun
2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Papua
Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Papua
Barat Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan
Gubemur Papua Barat tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanjav Daerah Papua Barat Tahun Anggaran
2021;

31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
6.711.780.735.373,00 (enam trilyun tujuh ratus sebelas milyar tujuh ratus
delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga
rupiah ), yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp.412.577.256.373,00 (empat ratus dua
belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam
ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;



c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.331.958.721.273,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar sembilan
ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus
tujuh puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.2.589.332.450,00 (dua milyar lima ratu‘s delapan puluh sembilan
juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima
belas milyar rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.63.029.202.650,00 (enam puluh tiga
milyar dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu enam ratus lima puluh

rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp.331.958.721.273,00 (tiga ratus tiga puluh satu
milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu
ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak kendaraan bermotor;

b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
d. Pajak air permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

(2) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);

(3) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh
sembilan milyar rupiah);

(4) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.130.000.000.000,00 (seratus
tiga puluh milyar rupiah);

(5) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



(6) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.72.708.721.273,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan

juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Pasal 6
(1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh

milyar rupiah), yang terdiri atas:

a. Mobil penumpang — sedan;

b. Mobil bus — microbus;

c. Mobil barang/beban — pick up;

d. Mobil barang/beban — light truck; dan
e. Sepeda motor — sepeda motor roda dua;

(2) Mobil penumpang - sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.28.511.619.000,00 (dua puluh delapan milyar
lima ratus sebelas juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

(3) Mobil bus - microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.337.379.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta
tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

(4) Mobil barang/beban — pick up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.21.855.989.000,00 (dua puluh satu milyar
delapan ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan
ribu rupiah).

(5) Mobil barang/beban - light truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.58.526.000,00 (lima puluh delapan juta

lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(6) Sepeda motor — sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp.19.236.487.000,00 (Sembilan belas milyar
dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu

rupiah).

Pasal 7

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek dan rincian objek
pendapatan).



Pasal 8
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.
7.744.110.211.743,00 (tujuh trilyun tujuh ratus empat puluh empat milyar
seratus sepuluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasional,
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a direncanakan sebesar Rp.3.340.159.872.973,00 (tiga trilyun tiga
ratus empat puluh milyar seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus
tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah ), yang terdiri
atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

o o o P

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.963.512.468.502,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga milyar
lima ratus dua belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus
dua rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.270.291.039.273,00 (satu trilyun dua ratus tujuh
puluh milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu
dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.0,00 (nol).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.0,00 (nol).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.1.027.948.199.383,00 (satu trilyun dua puluh tujuh milyar
Sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh Sembilan

ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).



(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

direncanakan sebesar Rp.78.408.165.815,00 (tujuh puluh delapan milyar
empat ratus delapan juta serratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima

belas rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp. 963.512.468.502,00 (Sembilan ratus

enam puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta empat ratus enam puluh

delapan ribu lima ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
ASN

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
g. Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPPB

h. Belanja Pegawai BOS; dan

o
.

Belanja Pegawai BLUD

Pasal 11
Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 517.498.533.742,00 (lima ratus
tujuh belas milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga
puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Gaji pokok ASN;

b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN:

c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN:

e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;

f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

g. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN;
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;

(=

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;

k. Belanja Iuran Jaminan Hari Tua ASN; dan



1. Belanja Tunjangan Khusus ASN

(3) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 341.497.062.627,00 (tiga ratus milyar empat ratus Sembilan
puluh tujuh juta enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.40.333.017.360,00 (empat puluh milyar
tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Jabatan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.643.302.965,00 (dua belas milyar
enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus enam
puluh lima rupiah).

(6) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.13.827.316.300,00 (tiga belas milyar
delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus
rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.096.782.500,00 (delapan milyar
Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus
rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.29.571.493.015,00 (dua puluh Sembilan milyar
lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu lima
belas rupiah).

(9) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.162.802.399,00 (dua belas
milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus dua ribu tiga ratus
Sembilan puluh Sembilan rupiah).

(10) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp.539.355.084,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan
juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp.16.500.958.860,00 (enam belas milyar lima
ratus juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh
rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.658.151.582,00 (dua milyar enam



ratus lima puluh delapan juta serratus lima puluh satu ribu lima ratus
delapan puluh dua rupiah).

(13) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp.3.302.085.996,00 (tiga milyar tiga ratus
dua juta delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam
rupiah).

(14) Belanja Jaminan Hari Tua ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(15) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
direncanakan sebesar Rp.36.366.205.054,00 (tiga puluh enam milyar tiga

ratus enam puluh enam juta dua ratus lima ribu lima puluh empat rupiah)

Pasal 12

Dst (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja)

Pasal 13
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp.1.032.329.476.370,00 (satu trilyun tiga puluh dua milyar tiga ratus dua
puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh
rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a direncanakan sebesar Rp.1.032.329.476.370,00 (satu trilyun tiga
puluh dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh
puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d

Penerimaan pinjaman daerah;

2

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

=

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a  direncanakan sebesar

Rp.1.032.329.476.370,00 (satu trilyun tiga puluh dua milyar tiga ratus dua



puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh
puluh rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.1.032.329.476.370,00 (satu trilyun tiga puluh dua
milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam

ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.032.329.476.370,00 (satu trilyun tiga puluh dua milyar tiga ratus dua
puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh
puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Pelampauan penerimaan PAD;
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
c. Penghematan Belanja.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.54.445.998.112,00 (lima puluh empat milyar empat
ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu
seratus dua belas rupiah);

(3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.587.278.729.626,00 (lima ratus
delapan puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus
dua puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

(4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp.388.604.748.869,00 (tiga ratus delapan puluh
delapan milyar enam ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu

delapan ratus enam puluh Sembilan rupiah);



Pasal 16

(1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.445.998.112,00 (lima puluh
empat milyar empat ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan
puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah; dan
b. Lain-lain PAD yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar rupiah);

(3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.11.445.998.112,00 (sebelas milyar rupiah empat
ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu

serratus dua belas rupiah).

Pasal 17
(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

<

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol).

Pasal 18
(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri atas:



a. Pembentukan dana cadangan; dan
b. Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);

(3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana cadangan).

Pasal 19
(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol), yang terdiri atas:
a. Penerusan pinjaman; dan
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pembentukan dana cadangan).
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol);

(3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana cadangan).

Pasal 20

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.1.032.329.476.370,00
(satu trilyun tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat
ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.1.032.329.476.370,00
(satu trilyun tiga puluh dua milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat

ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 21
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota# ini terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;

c. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;



d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

e. Lampiran VDaftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerina, dan Besaran
Belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII Rencana Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiyaan;

h. Lampiran VII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahanDBH Minyak dan Gas Bumi Menurut
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan,
Belanja dan Pembiyaan;

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Objek Pendapaatan, Belanja dan
Pembiyaan,;

j. Lampiran X Sinkroniasasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 5 April 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9

Sahnan qua,l denge

“~
B b i e P ‘.‘

PEMEINA UTAMA MADYA
\\%ﬁ% 85650810 199203 1 022



